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INTISARI 
Penelitian tesis ini bertujuan untuk menjawab permasalahan mengenai peran 
Badan Pemeriksa Keuangan dalam melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan 
keuangan negara oleh pemerintah daerah di Kabupaten Sleman. Permasalahan kedua 
dalam penulisan tesis ini ingin menjawab kelemahan dan kendala yang dihadapi BPK 
dalam melakukan pemeriksaan, permasalahan terakhir adalah menjawab upaya yang 
dilakukan BPK dalam mengatasi kelemahan dan kendala dalam melakukan pemeriksaan 
keuangan. Permasalahan tersebut diteliti dan dikaji dengan metode penelitian hukum 
normatif dan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan 
bahan hukum sekunder. 
 Pembahasan tesis ini mengharmonisasikan antara peraturan perundang-undangan 
dengan keadaan nyata di masyarakat. Proses pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan 
oleh BPK sudah optimal dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terwujud 
dalam mekanisme pelaksanaan pemeriksaan yang sesuai dengan peraturan dan standar 
pemeriksaan pengelolaan keuangan negara. Selain itu, hasil dari pemeriksaan yang berupa 
laporan hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan keuangan Dinas Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2012 menunjukkan bahwa BPK 
memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas. Pelaksaanaan 
pemeriksaan pada dasarnya tidak hanya terkendala oleh faktor eksternal saja tetapi juga 
oeh faktor internal BPK. Dengan demikian ditemukan suatu gagasan melalui pembahasan 
dan penelitian yang dilakukan sebelumnya suatu upaya dan untuk mengatasi kendala dan 
kelemahan BPK dalam pelaksanaan pemeriksaan serta untuk meningkatkan 
profesionalisme BPK 
 
Kata kunci : Badan Pemeriksa Keuangan, pemeriksaan keuangan, pengelolaan     
keuangan negara, keuangan negara, pemerintah daerah. 
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ABSTRACT 
This thesis aims to solve issues regarding the role of the Badan Pemeriksa 
Keuangan in conducting an examination of the financial management by the local 
government in Kabupatean Sleman. The second problem in this thesis is willing to answer 
the weaknesses and constraints faced by Badan Pemeriksa Keuangan in examinations, the 
last problem is answering efforts which are done by Finance Audit Board in order to 
overcome the weaknesses and difficulties in implementing the audit. The problems are 
examined and  studied by normative and legal research methods using secondary data 
consisting of primary legal materials and secondary legal materials. 
This thesis study harmonize between legislation with the real situation in the 
society. The process of examination implementation which is conducted by the Badan 
Pemeriksa Keuangan has been optimal and in accordance with the laws and regulations. It 
is embodied in the mechanism of its implementation which is in accordance with the rules 
and standards of financial management inspection. In addition, the results of the 
examination in the form of a report on the results of BPK financial management Dinas 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman for Fiscal Year 2012 showed 
that BPK provides an unqualified opinion with Explanatory Paragraph. The 
implementation of examination basically not only constrained by external factors, but also 
internal factors provided by BPK. Thus, found an idea through discussion and research 
conducted previously, an effort to overcome the obstacles and weaknesses in the 
implementation of examination by the Finance Audit Board and to improve the 
professionalism of BPK. 
 
Keywords: BPK, auditing, financial examination, state finance management, state 
finance, local government.                    
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